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BAB VII 

PENUTUP 

 

1.1 KESIMPULAN 

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan teadap data yang diperoleh dari 

Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kota Kediri, pengusaha, buruh, dan serikat buruh 

yang ada di Kota Kediri yang dilakukan penulis, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

1) Peran pemerintah Kota Kediri dalam hal pengawasan dan pelaksanaan 

kebijakan upah minimum regionalberdasarkan adanya surat wajib lapor 

perusahaan. Upaya selanjutnya yaitu dengan melaksanakan monitoring dan 

pengawasan secara rutin. Upaya terakhir yang ditempuh yaitu dengan 

penindakan sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran yang 

dilakukan pihak perusahaan. Sampai sekarang peran Pemerintah Daerah Kota 

Kediri belum maksimal karena masih banyak terdapat pengusaha yang tidak 

melaksanakan kebijakan upah minimum. Hal tersebut disebabkan karena 

pemerintah daerah belum bisa melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan 

pengawasan secara merata di seluruh perusahaan. Mekanisme pengawasan 

dilakukan selama tiga bulan sekali itupun tidak selalu dilaksanakan karena 

minimnya jumlah pegawai pengawas Dinsosnaker, yang mana tidak sebanding 

dengan jumlah pengusaha di Kota Kediri, Masih terjadi ketumpang tindihan 

tugas antara Dinas satu dengan Dinas yang lain, Masih kurangnya respon dari 

perusahaan untuk mentaati peraturan yang ada,iklim investasi di Kota Kediri 
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masih belum stabil; dan masih rendahnya daya beli masyarakat. 

Selanjutnyaterkait kurang tegasnya pemerintah daerah dalam penegakan 

hukum. Hal ini menjadi faaktor penyebab masih banyak pengusaha yang tidak 

melaksanakan kebikakan upah minimum regional di Kota Kodiri. 

2) Kebijakan upah minimum regional dirasa memberatkan bagi para pengusaha, 

namun pemerintah sudah memberi toleransi bagi pengusaha yang tidak mampu 

meaksanakan kebijakan upah minimum regional yaitu dengan membuat surat 

penangguhan pelaksanaan kebijakan upah minimum regional bagi pengusaha 

yang memang tidak mampu untuk memberi upah buruhnya sesuai  dengan 

kebijakan upah minimum dengan mengumpulkan surat pengangguhan 

pelaksanaan upah minimum regional kepada pegawai Dinsosnaker kemudian 

akan diverivikasi selanjutnya usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum 

diajukan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan penetapan 

penangguhan pelaksanaan upah minimum regional. 

3) Masih banyaknya pengusaha di kota kediri yang belum melaksanakan 

kebijakan upah minimum regional disebabkan karena laba yang diperoleh dari 

kegiatan usahanya relatif sedikit. Apabila pemerintah daerah memaksakan 

dilaksanakannya kebijakan upah minimum regional terhadap pengusaha secar 

tegas, pemerintah merasa dilema karena nantinya akan menimbulkan masalah 

baru yaitu pemberhentian hubungan kerja sehingga menambah jumlah 

pengangguran di Kota Kodiri. Untuk itu pemerintah mengambil tindakan 

dengan melakukan suatu upaya negosiasi antara pengusaha dan pekerja, yang 

didalamnya akan dibuat kesepakatan antara perusahaan dan buruh berkenaan 



3 
 

dengan besarnya upah yang diterima buruh sehingga tidak ada buruh yang 

merasa dirugikan. 

1.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, saran-saran yang dapat 

diberikan kepada pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kebijakan upah minimum selama ini diharapkan dapat berjalan 

dengan baik di Kota Kediri untuk itu Dinsosnaker harus bekerja keras dan 

melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap semua pengusaha yang 

terdapat di Kota Kediri, selain itu Dinsosnaker harus menjaga hubungan baik 

dengan pengusaha dan buruh. Pemerintahwajib melakukan tindakan tegas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena kebijakan dibuat untuk 

mengatur masyarakat sehingga menjadi lebih baik. 

2. Sebagai warga negara yang baik pengusaha harus mentaati hukum yang 

berlaku, karena dibuatnya hukum tidak untuk memberatkan rayat, tapi justru 

untuk melindungi hak-hak rakyat. Selain itu pengusaha harus lebih aktif dalam 

menyikapi kebijakan yang dibuat pemerintah dengan menjalankannya dan 

mengikuti prosedur yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. 

3. Dibentuknya peraturan tentang pengupahan ini adalah untuk melindungi kaum 

buruh, yang mana posisi buruh lemah, untuk itu sebagai buruh jangan pernah 

takut untuk mengadu persoalan perburuhan kepada pemerintah sehingga 

pemerintah dapat melindungi hak-hak yang dimilikinya dan memberi solusi 

yang tercantum didalam kebijakan yang dibuat, selain itu diharapkan buruh 

mau bergabung menjadi anggota serikat buruh, sehingga serikat buruh dapat 
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mencari solusi dan melindungi buruh apabila terjadi konflik ketenagakerjaan 

dan pelanggaran hukum. 
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